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AKAD WAKALAH MUQAYYADAH DALAM PROYEK OPTIMALISASI
SISTEM PENGEMBANGAN AIR MINUM (SPAM) DAN PEMBERIAN

DENDA PADA AKAD WAKALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Akad Wakalah Mugayyadah Dalam Proyek ~Optimalisasi Sistem
Pengembangan Air Minum (SPAM)
1. Mekanisme Pengadaan Proyek /Optimalisasi Sistem
Pengembangan-Air. Minum (SPAM)

Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi SPAM merupakan proses
pengoptimalan kembali Sistem Pengembangan Air Minum melalui
pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah dengan
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa

Lainnya. Pengadaan barang/jasa sendiri merupakan kegiatan untuk
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memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.®

Sistem Pengembangan_Air. Minum (SPAM) merupakan satu
kesatuan sistem.fisik (teknik) dan nonfisik'dari prasarana dan sarana air
minum,~ Kegiatan®, ini- bertujuan untuk membangun, memperluas
dan/atau. “meningkatkan, /sistem _ fisik’/ (teknik) “dan non fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum)
dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum
kepada-masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.®*

Diadakannya optimalisasi SPAM ini merupakan suatu bentuk
perhatian kepada pemerintah untuk menyediakan air minum guna
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang
sehat, bersih, dan produktif. Dari proyek di atas.pemerintah bersinergi
dengan ‘badan.. usaha atau perseorangan untuk /merealisasikan
optimalisasi SPAM tersebut. Maka dari itu, pemerintah melalui Dinas
Pekerjaan..Umum-Bina--Marga-Cipta Karya“dan Kebersihan, serta
Pejabat Pembuat Komiten (PPK) yang merupakan pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Melalui proses pelelangang umum ditunjuklah CV. Andi Surya

sebagai penyedia atau personil yang ditunjuk melakukan pelaksanaan

% peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal
langka 1

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum, Pasal 1 Angka 5,6
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langsung di lapangan. Dengan turunnya Surat Perintah Kerja (SPK),

dan disepakatinya Surat Perjanjian maka secara resmi CV. Andi Surya

merupakan wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya
dan Kebersihan guna melaksanakan, menjalankan dan merealisasikan

Optimalisasi SPAM.

Dengan-ditunjuknya CV. Adhi Surya‘sebagai wakil dan Penyedia
dalam pekerjaan kenstruksi ini, maka CV. Adhi Surya memiliki hak
yang didapat dan kewajiban-kewajibanyang harus dijalankan antara
lain®
a:~.Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
kontrak;

c. Melaporkan pelaksanaan pekerja secara periodik kepada PPK;

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai‘dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yangtelah ditetapkan dalam kontrak;

e. Melaksanakan-dan-menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat
dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga Kkerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci

dalam kontrak;
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f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti
menerapkanSistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
untuk melindungi- lingkungan tempat kerja, serta membatasi
perusakan' dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya
akibat kegiatan penyediaan;®

2. Adanya Akad Wakalah Mugayyadah Dalam Proyek
Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)

Berdasarkan temuan bahan hukum yang diperoleh dari surat
perjanjian dan surat perintah PPK Optimalisasi sistem pengembangan air
minum (SPAM), terdapat suatu kejelasan terhadap adanya akad wakalah
mugayyadah di dalam Paket kerja Optimalisasi SPAM tersebut.
Diketahui bahwa.akad wakalah mugayyadah merupakan suatu perjanjian
antara\ seseorang yang- mewakilkan (pemberian kuasa) yang dibatasi
waktu dan., urusan=urusan.tertentu:-Dalam--akad tersebut terdapat
serangkaian proses diantaranya. Pertama,proses pelaksanaan syarat dan
rukun dari akad wakalah mugayyadah tersebut, di mana pihak yang
mewakilkan (muwakkil) harus memiliki kecakapan untuk melakukan
pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain, dengan

pengertian bahwa apabila pekerjaan tersebut dilakukannya sendiri maka

#2Tercantum dalam Surat Perjanjian
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hukumnya sah.* Penjelasan di atas juga didukung dari pendapat para
ulama Syafi’iyah yang menyatakan bahwa orang yang mewakilkan
(muwakkil) harus memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam proyek
tersebut.

Dari penjelasan.di atas,=seorang Muwakkil dari paket kerja
Optimalisasi«"'SPAM haruslah orang “yang..memiliki kecakapan atau
kekuasaan dari proyek ©ptimalisasi SPAM yang diadakan oleh Dinas
Pekerjaan.Umum Bina Marga dan'Kebersihan Kabupaten Ngawi. Pejabat
pembuat komiten (PPK) yang merupakan.orang<yang bertanggungjawab
atas-.pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi.-kepada lembaga
tersebut dan dalam akad wakalah mugayyadah disebut sebagai muwakkil.

Syarat bagi seorang wakil adalah orang yang mewakili tersebut
haruslah orang yang berakal, apabila pemberian kuasa tersebut diberikan
kepada orang gila atau anak di bawah umur yang tidak berakal maka
wakalah-tidak sah. Orang yang mewakili (wakil)-juga harus mengetahui
tugas atau- perkara yang diwakilkan kepadanya. Dengan demikian,
apabila wakil tidak mengetahui’perkara yang ditugaskan kepadanya,
maka Wakalah-nya—tidak-.sah.**~Seorang="wakil yang mampu
melaksanakan perkara yang diwakilkan kepadanya, ia boleh melakukan
sendiri perkara tersebut, tetapi tidak boleh mewakilkannya lagi kepada

orang lain, kecuali ia tidak mampu melakukannya sendiri.®®

BAl- Imam Tagiyuddin Abu bakar bin Muhammad al- Husaini, Kifayah al- Akhyar fi Hilli Ghayah
Al- Ikhtisar, Juz 1, 229

# Ahmad Wardi Muslich, Figih Mu’amalah, 423-424

Al Fikri, Al-Mu amalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah, juz 2, 56
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Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah
makanan yang lebih baik, Maka.hendaklah ia membawa makanan itu
untukmu,®

Ayat di“atas menjelaskan bahwa dalam “mencari seorang wakil
untuksmelakukan'sesuatu, maka haruslah’mencari wakil yang mengerti
tentang “apa yang ‘menjadi tugas yang diembannya. dari seorang
muwakKkil. ‘Maka dalam proyek optimalisasi_sistem pengembangan air
minum (SPAM), CV. Adhi Surya yang menjadi-wakil 'sebagai pekerja
lapangan haruslah mengerti apa yang menjadi tugas-tugasnya sebagai
wakil, dan mengerti peraturan-peraturan yang telah disepakati kedua
pihak.

Dari keterangan di atas memperjelas apa.yang menjadi Syarat
seorang ‘wakil dalam paket kerja Optimalisasii SPAM/ haruslah orang
yang berakal dan perwakilan tersebut haruslah dikerjakan sendiri. Dalam
pemilihan.seorang wakil dalam paket kerja Optimalisasi SPAM ada
beberapa tahap yang harus-dilalukan, antara lain proses lelang umum,
pengajuan penawaran dari calon wakil. Proses lelang merupakan proses
pemilihan calon Penyedia (wakil) dengan cara mengajukan penawaran

kepada pihak PPK (muwakkil). Setelah melalui proses ini, ditunjuklah

CV. Adhi Surya sebagai Penyedia (wakil) serta sebagai pelaksana

#°QS. Al-Kahfi (18) : 19
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lapangan dalam pengerjaan paket kerja Optimalisasi SPAM. Ditunjuknya
CV. Adhi Surya karena dianggap telah memenuhi syarat dan Kriteria
sebagaimana yang disebutkan penulis serta dianggap mampu untuk
melaksanakan paket kerja Optimalisasi SPAM tersebut.

Adapun syarat-syarat_ untuk muwakkal fih (perkara yang
diwakilkan).<harus™ jelas perkaranya, “artinya perkara tersebut mudah
dipahami#olen wakil apa yang, diwakilkan oleh ‘muwakkilkepadanya.
Syarat yang-lain adalahiperkara tersebut bisa digantikan, artinya apabila
perkara tersebutada kerusakan atau cacat maka bisa diganti dengan yang
lainnya. .Sedangkan syarat yang paling penting adalah perkara yang
diwakilkan (muwakkal fih) haruslah milik muwakkil ‘'sendiri. Menurut
peneliti, perkara yang diwakilkan (muwakkal fih) merupakan pengerjaan
atau Paket Kerja Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum
(SPAM). Dari muwakkal fih atau perkara yang diwakilkan paket kerja
atau proyek tersebut berupa proyek dari Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten-Ngawi, dan yang bertindak .sebagai muwakkal fih (perkara
yang diwakilkan) adalah Optimalisasi SPAM yang mempunyai tugas-
tugas pokok.yaitumerencanakan;-melaksanakan konstruksi, mengelola,
memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem
fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.®’

Shighat atau ijab dan gabul merupakan rukun dan syarat yang

terakhir agar akad wakalah mugayyadah bisa terpenuhi. Shighat akad

¥ peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
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bisa menggunakan setiap lafal (kata) yang menunjukan pemberian kuasa
dari salah satu pihak (muwakkil) dan tidak ada penolakan dari pihak
lainnya (wakil). Pemberian kuasa tersebut bisa secara lisan, tertulis, atau
utusan. Wakil tidak disyaratkan harus menyatakan qabul (terima),
melainkan cukup dengan“isyarat-tidak adanya penolakan untuk menjadi
wakil. Jikatidak” disyaratkan ia (wakil)=harus mengetahui tentang
wakalah térsebut.®® iDari-penjelasan di atas mehunjukan bahwa shighat
bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau cukup dengan sebuah utusan
tanpa-adanya gabul (terima) dari wakil.

Di.dalam perjanjian paket kerja Optimalisasi<SPAM terdapat
dokumen-dokumen yang menjadi Shighat sebagai rukun _dan syarat akad
wakalah mugayyadah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain : Surat
Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Mulai Kerja
(SMK). Surat-surat tersebut merupakan suatu bentuk shighat akad dan
pemberian kuasa dari muwakkil (PPK) kepada wakil (CV. Andi Surya).

Dalam_pengerjaan Optimalisasi SPAM, pihak PPK sebagai pihak
Muwakkil tidak mengerjakan ‘langsung proyek tersebut akan tetapi
pengerjaannya_ diwakilkan-kepada—pihak -CV. Andi Surya yang
pemilihannya melalui proses lelang umum yang diadakan oleh pihak
muwakkil (PPK). Dalam pengerjaannya pihak muwakkal (Penyedia atau
CV. Andi Surya) dibatasi dengan waktu pengerjaan, lingkup pengerjaan,
denda jika terjadi keterlambatan, biaya pengerjaan, serta peraturan yang

telah disepakati kedua pihak. Dari pemaparan yang disampaikan oleh

% Ahmad Wardi Muslich, Figih Mu’amalah, 429-430
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peneliti di atas, sangatlah jelas rukun dan syarat-syarat yang telah
terpenuhi. Syarat dan rukun tersebut telah terdapat dalam paket kerja
Optimalisasi SPAM.
B. Pemberian Denda Pada Akad Wakalah Mugayyadah Perspektif Hukum
Islam
1. Denda DalamPerjanjian Optimalisasi'SPAM

Denda merupakan, sanksi / yang diberikan., kepada Penyedia
barang/jasaatas kelalaian  keterlambatan’ yang dilakukannya dalam
mengerjaakn ‘proyek dan waktu yang telah disepakati bersama antara
Pejabat..Pembuat Komitmen (PPK) dengan- Penyedia barang/jasa.
Mengenai pengenaan denda yang dilakukan -kepada Penyedia yang
melakukan keterlambatan penyelesaian kontrak dengan memotong
angsuran pembayaran prestasi pekerjaan tanpa mengurangi tanggung
jawab kontraktul penyedia.

Adapun besaran denda yang dikenakan kepada /penyedia atas
keterlambatan ‘penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu--perseribudari sisa harga bagian kontrak yang
belum dikerjakan;-apabila-bagian-pekerjaan-yang sudah dilaksanakan
dapat berfungsi atau denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga
kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum
berfungsi.

Peraturan mengenai denda ini juga di atur dalam Keputusan
Presiden No.70 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa,

pasal 120 yang berbunyi :
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Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan
denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai
Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan®

Dengan adanya peraturan yang tersebut di atas maka sangatlah
jelas bahwa dalam_proses paket kerja Optimalisasi SPAM terdapat
sebuah-perjanjian bahwa bagi Penyedia barang atau jasa yang terlambat
menyelesaikan pekerjaannya sesuaidengan. waktu,yang diperjanjikan,
maka penyedia-dikenai sanksi berupa denda‘sesuai dengan jumlah hari
keterambatan:.

2. Kekuatan-Hukum Pemberian Denda Dalam Perjanjian Optimalisasi
SPAM

Perjanjian optimalisasi SPAM memberikan kebebasan kepada para
pihak atau subjek perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu.
Maka dari itu, KUHPerdata pasal 1338 menyatakan bahwa : sebuah
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya,-perjanjian -itu tidak bisa ditarik kembali
selain“dengan kata sepakat keduabelah pihak atau karena alasan
undang-undang yang-dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian yang
dibuat atas kesepakatan keduabelah pihak haruslah dilaksanakan
dengan ikhtikad baik.

Dengan adanya perjanjian optimalisasi SPAM tersebut dengan

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara pihak PPK maupun

¥Pperaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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pihak CV. Adhi Surya sebagai pihak penyedia barang/jasa
menimbulkan kemauan bagi para pihak untuk saling mengikat, saling
berprestasi. Dengan adanya kesepakatan dari para pihak itu, maka
kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian
sebagaimana layaknya.undang-undang (pacta sunt servanda).

Apa yang dinyatakan dan telah disepakati keduabelah pihak dalam
perjanjian optimalisasi-SPAM tersebut,menjadikan hukum bagi mereka.
Karena_.dengan adanya asas pacta sunt’servanda dalam perjanjian
optimalisasi SPAM, menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut.
perjanjian tersebut bukan hanya menjadi kewajiban moral, akan tetapi
juga menjadi kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

3. Tinjauan Hukum Islam Pemberian Denda Pada Akad  Wakalah
Mugayyadah

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan pada pembahasan-
pembahasan sebelumnya, diketahui secara _jelas bahwa pemberian
denda dalam -akad wakalah mugayyadah 'merupakan suatu bentuk
sanksi yang sebenarnya tidak terdapat di dalam sifat akad wakalah itu
sendiri."Maka dari-itu;-peneliti-akan-menarik-sebuah kesimpulan hukum
dengan menggunakan istinbhat hukum untuk mengetahui bagaimanakah
pandangan hukum Islam terhadap pemberian denda pada akad wakalah
mugayyadah tersebut.

Membicarakan istinbath hukum di dalam metode qiyas, berarti

tidak akan terlepas dari rukun-rukun atau unsur-unsurnya. Adapun
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rukun-rukun qiyas adalah al-ashlu (asal), hukum asal dan furi’
(cabang).
a. Al- Ashlu

Pada dasarnya al-ashlu adalah dalil nash baik itu dari al-Qur’an
maupun hadis yang_mempunyai.keterkaitan erat dengan permasalahan
ini, maka dari_itu”peneliti menemukanssebuah ayat yang paling relevan
untuk _dijadikan- sebagai Sandaran .giyas, yang.kemudian peneliti
tetapkan. sebagai al-ashlu dalam pemberian denda pada akad wakalah
mugayyadah ‘dalam proyek optimalisasi  sistem pengembangan air

(SPAM). Ayat tersebut tercantum dalam QS."Al-Ma’idah : 89.
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“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin,
Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau
memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.
barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka
kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat
sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan
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jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu

hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya) » 90

b. Al-Far’u

Suatu perkara yang belum ada ketentuan hukum dari nash disebut
al-far’u. Dan di dalam pembahasan ini al-far 'unya adalah akad wakalah
mugayyadah. Denda«yang dicantumkan dalam sebuah akad wakalah
mugayyadah™ dalam proyek optimalisasi*sistem pengembangan air
(SPAM) merupakan ‘suatu bentuk sanksi atas kelalaian (wanprestasi)
yang. dilakukan-oleh seorang wakil ‘atas keterlambatan penyelesaian
proyek yang-menjadi objek pemberian kuasa dari seorang muwakkil.

Dimungkinkan permasalahan yang terjadi- di. dalam pemberian
denda dalam akad wakalah mugayyadah tersebut dikarenakan
permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seorang wakil. Di mana
permasalahan tersebut di luar alur perjanjian yang telah disepakati
bersama antara seorang muwakkil dan wakil. Adapula jatuhnya denda
dalam akad, wakalah mugayyadah tersebut dikarenakan kelalaian yang
dilakukan oleh’seorang-wakil.dalam pengerjaan proyek di lapangan.
c. Hukum.Asal

Adapun hukum“syara’yang terdapat pada ashal adalah wajib atau
harus hukumnya dalam pemberian denda atau hukuman kepada
seseorang yang telah melanggar perjanjian atau sumpah.

Jika pemberian denda atau hukuman yang diberikan kepada

seseorang yang melakukan suatu pelanggaran perjanjian atau sumpah,

*°QS. Al-Ma’idah (5) : 89
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maka akan banyak orang tidak memiliki tanggung jawab atas perjanjian
dilakukan atau sumpah yang diucapkan. Akibatnya, salah satu pihak
yang bersangkutan atas perjanjian atau sumpah tersebut akan merasa
dirugikan.

Maka dari itu, pemberian-denda atau hukuman kepada orang yang
melakukan«"pelanggaran perjanjians.atau. sumpah adalah untuk
menghindarkan_kerugtan salah-satu pihak yang, merasa dirugikan dari
pelanggaran perjanjianiatau sumpah. tersebut.

a. Masalik Al-’illat
1) Sabru wa Tagsim
Dalam sabru wa tagsimini, peneliti-akan paparkan semua
sifat-sifat yang terdapat pada pemberian denda, 'kemudian
memisahkan atau memilih di antara sifat-sifat tersebut yang
paling relevan untuk dijadikan sebagai ‘i/lat hukum.
Sifat-sifat yang terdapat dalam pemberian denda adalah:
a) ~Sanksi Denda Madhbuuth
Yaitu ‘sanksi denda-yang sudah pasti‘kadar ukurannya.
Sanksi—denda--Madhuuth~merupakan sanksi denda yang
sebanding dengan sesuatu yang dirusakkan. Seperti halnya
menjatuhi sanksi hukuman kepada seorang istri yang nusyuz
dalam bentuk ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan

pakaian. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an :
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Hai orang-orang . yang/-beriman, sjanganlah kamu
membunuh_binatang 'buruan, ketika-kamu' sedang ihram.
Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja,
Maka dendanya ialah mengganti. dengan binatang ternak
seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan
dua orang yang adil di antara kamu-sebagai had-yad yang
dibawa sampai ke Ka'bah atau ~(dendanya) membayar
kaffarat dengan memberi Makan orang-erang miskin atau
berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,
supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya.
Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa
yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan
menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan
untuk) menyiksa.”

Sanksi Denda Ghairu Madhbuuth

Adalah sanksi denda_yangtidak pasti/kadar ukurannya,
akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan dan
ijtihad_para imam-sesuai_dengan“kemaslahatan. Oleh karena
itu, syariat tidak memberikan penjelasan dan perintah secara
umum dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya

Dari sifat-sifat yang telah peneliti jelaskan di atas, sifat
yang paling tinggi kedudukannya dan pantas untuk dijadikan

‘illat adalah sanksi denda Madhbuut, dikarenakan sanksi

1as. Al-Maidah (5) :95
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denda yang diterapkan dalam akad wakalah mugayaadah

dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum

(SPAM) diketahui kadar ukurannya.

2) Tangihul Manath

Adapun dalam menetapkan sifat-sifat yang terdapat dalam
ashal«” untuk dijadikan  ‘ilHlat “hukum setelah  meneliti
kepantasannya. Maka peneliti dapat menetapkan bahwa sifat yang
layakdigunakan\ sebagai / illat di .dalam hukum: ashal adalah
sanksi denda Madhbuut. Sifat tersebut «dianggap paling sesuai
dengan pemberian denda pada akad wakalah mugayyadah dalam
Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM). Karena ta zir dalam
bentuk sanksi denda Madhbuut bersifat memberikan' efek jera
dengan diketahui kadarnya.

3) Tahgiqul Manath

Adapun dalam proses mengamati akan adanya ‘illat pada
salah <satu. permasalahan furi iyah. yakni permasalahan yang
terdapat dalam--pemberian*denda, yang kemudian digiyaskan
dengan _‘illat'yang-terdapat-pada ashal.

‘Illat yang terdapat dalam permasalahan furi’iyah adalah
dengan adanya fa zir dalam bentuk sanksi denda madhbuut maka
seorang wakil yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan
perjanjian atau keterlambatan penyelesaian perjanjian dikenai
denda dengan kadar yang telah diatur oleh undang-undang.

Sehingga dapat digiyaskan dengan ‘illat yang ada pada ashal
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yakni suatu hukuman yang dijatuhkan karena melanggar hukum,
maka hukumannya disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang

dilakukan, sesuai dengan ayat yang peneliti tetapkan sebagai

ashal.




